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PELIBATAN perempuan dalam Musrenbangdes Desa Kuncen sejak 2017, memberikan warna pembangunan desa yang mulai
menyentuh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terbukti sejak 2017 ada alokasi untuk kegiatan perempuan tahun
2018 sebesar 41 juta dan meningkat pada untuk anggaran tahun 2019 sebesar 75 juta.

PARTISIPATIF BERPERSPEKTIF GENDER
ti DESA KUNGEN CEPER KLATEN JAWA TENGAH

Perencanaan Desa yang Partisipatif Desa merupakan satuan negara
terkecil yang memiliki otonomi dalam

mengelola aset dan sumber daya alam
guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakatnya. Pemerintahan desa
merupakan pemerintahan terkecil di
Indonesia. Sehingga untuk membangun
sebuah bangsa, harus dimulai dengan
pembangunan desa yang terencana
sesuai dengan potensi dan situasi di

adirnya Undang-undang Desa
Nomor 6 Tahun 2014 sebagai
kebijakan nasional menjadi
semangat baru untuk membangun
Indonesia yang lebih baik. Dalam Undang-
undang Desa ada peluang bagi masya-
rakat untuk turut serta merencanakan
pembangunan desa agar memberikan
kemanfaatan kesejahteran bagi masya-

masyarakat.
rakat desa.
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Desa harus memiliki perencanaan
pembangunan yang menjadi “patokan”
atau pondasi untuk mencapai tujuan
strategis desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan
meingkatkan kualitas hidup
masyarakatnya. Dalam UU Desa No 6
tahun 2014 pasal 79 dijelaskan bahwa
“Desa harus memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 6
tahunan dan Rencana Pembangunan
Tahunan Desa sebagai pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes)".
ra Undang-Undang Desa menjadi

sebuah awal perubahan arah
pembangunan desa yang partisipatif. Jika
pada tahun-tahun sebelum lahirnya UU
Desa, masyarakat hanya sebagai obyek
pembangunan yang tidak pernah
dilibatkan mulai dari perencanaan-
pelaksanaan-hingga pengawasan.
Bahkan sekedar tahu berapa anggaran
yang dimiliki desa saja masyarakat tidak
tahu. Proses-proses perumusan usulan
pembangunan hanya menjadi sebuah
formalitas dan sekedar mentaati prosedur
yang harus dilalui kala itu. Partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
kebijakan pembangunan jelas termaktub
dalam UU Desa UU 6 tahun 2014 Pasal
80, bahwa “Perencanaan Pembangunan
Desa diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa,
termasuk perempuan.

Urgensi Perencanaan Desa
Berperspektif Gender. Mengapa

Perempuan harus terlibat ?
Pemposisian perempuan dalam

subordinatif seringkali menempatkan
perempuan dalam posisi ke dua, pun
dalam pembangunan desa. Hal yang
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sering sekali kita lihat peran perempuan
desa menonjol dalam urusan-urusan
teknis semata. Situasi ini tidak lepas dari
pengaruh perempuan yang sejak awal
tidak dilibatkan dalam pengambilan
keputusan strategis dalam pembangunan
desa. Dalam proses perencanaan
pembangunan desa, kelompok
perempuan sering kali diwakili oleh
kelompok laki-laki dalam pengambilan
keputusan pembangunan, karena masih
kuatnya pandangan bahwa urusan
pembangunan desa adalah urusan laki-

laki.
Kesempatan yang diberikan kepada

perempuan telah dikotakkan pada isu
rumah tangga dalam bungkus PKK,
Posyandu, Dasawisma, dan sejenisnya.
Sementara banyak isu dan persoalan
perempuan seperti kesehatan reproduksi,
kekerasan dan ketimpangan pada
perempuan, serta kemiskinan perempuan
yang belum tersentuh. Potensi sumber
daya lokal yang bisa dikembangkan oleh
perempuan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga juga luput dari
dari pengamatan mayoritas pemerintah
desa.

FORUM

PENGADA LAYANAN

BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Forum Pengada Layanan Bagi
Perempuan Korban Kekerasan
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Ketimpangan dalam akses,
partisipasi, control dan manfaat dintara
laki-laki dan perempuan masih begitu
nyata dan terasa, dan hal itulah yang
menjadi alasan kenapa pembangunan

harus berpihak pada perempuan.
UU Desa menjamin keterlibatan aktif

perempuan dalam pembangunan desa.
Proses pembangunan desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan menjadi ruang strategis
bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga
kebijakan pembangunan desa

mempunyai visi keadilan gender.
Musrenbangdes (Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa)
menjadl sebuah strategi untuk

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender

merencanakan pembangunan desa yang
partisipatif. Seperti pengalaman di Desa
Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten
Klaten yang sudah menerapkan
perencanaan pembangunan secara
partisipatif melibatkan perempuan.
Perempuan juga harus diberikan
kesempatan di dalam memolret,
mengenali dan menganalisa kebutuhan-
kebutuhan dalam upaya peningkatan
kualitas hidup. Musrenbangdes bisa
menjadi momentum bagi perempuan di
desa untuk mengoptimalkan perannya
dalam rangka mengubah posisinya
selama ini dari obyek menjadi subyek
pembangunan di desa.

MAMPU merupakan program kerjasama antara
Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia

dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kementrian PPN/Bappenas.

MAMPU bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap
layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan.
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Refleksi Keterlibatan Perempuan
dalam Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Desa
Salah satu Desa di Kabupaten

Klaten yang sudah mulai melibatkan
perempuan dalam perencanaan
pembangunan desa adalah Desa
Kuncen Kecamatan Ceper. Dari hasil
diskusi komunitas refleksi pelaksanaan
Musrenbangdes bagi perempuan yang
dilakukan SPEK-HAM bersama
kelompok perempuan Desa Kuncen ada
banyak pengalaman menarik yang
dapat di bagikan untuk menggambarkan
proses partisipasi masyarakat seperti
yang dimaksudkan dalan UU Desa No 6

tahun 2014 tersebut.
Ibu Cobawati (warga Kuncen),

salah satu perempuan yang diundang
Musrenbangdes menyampaikan bahwa
selama ini baru dilibatkan dalam
proses-proses perumusan usulan

10
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pembangunan desa melalui

Musrenbangdes.
"Kalo perumusan kebijakan desa

ya cuma diundang di Musdus dan
Musrenbang kemarin itu” (Wawancara

19 Februari 2018).
Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu

Sumarsih (anggota KP3A) bahwa
menjadi pengalaman pertama kalinya
dilibatkan dalam Musrenbangdes Desa

Kuncen.
“Baru Kali ini diundang

Musrenbangdes, biasanya hanya
diundang di forum PKK, pengajian dan
posyandu. Belum diundang saat
pengusulan di tingkat dusun. Tapi Bu
Lurah sudah menganjurkan proses
Musrenbangdes tahun 2019 harus
melibatkan perempuan dalam
Musyawarah di tingkat Dusun”
(Wawancara 20 Februari 2018)

20 JANUAR] 2045 0

SPEK-HAM



Menjadi terobosan baru dan perkembangan yang baik proses Musrenbangdes
di Desa Kuncen tidak hanya didominasi perwakilan perempuan dari unsur PKK
dan kader Posyandu. Sejak tahun 2017, proses perencanaan pembangunan
Desa Kuncen sudah melibatkan perempuan nggota KP3A (Komunitas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Keterlibatan perempuan dalam
proses perencanaan pembangunan
desa tidak hanya pada tataran
menghadiri undangan ataupun diundang
pada berbagal Musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD. Namun yang
tidak kalah penting adalah bagaimana
perempuan mampu mengajukan usulan

program sesuai kebutuhan perempuan.
Bagi Ibu Sumarsih yang baru

pertama kali diundang, memberikan
usulan yang disampaikan di forum bukan
hal yang mudah, bukan pula menjadi
tujuan utamanya. Tapi setidaknya
mendengar dan mengetahui laporan
pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan
rencana-rencana pembangunan desa
tahun 2019 jauh lebih penting. Hal ini
sebenarnya sudah diatur dalam UU Desa
pasal 82 ayat 1 "Masyarakat Desa berhak
mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan
Pembangunan Desa’.
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Lumbung Perempuan adalah penggalangan dana
publik yang diinisiasi oleh Yayasan SPEK-HAM
Surakarta tahun 2016 dengan inisiasi awal pada tahun
2007. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh Unit
Khusus untuk dipergunakan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, perempuan dan anak penyandang
HIV-AIDS, perempuan kepala keluarga, serta kelompok
perempuan miskin dan marginal. Salurkan Donasi
anda melalui BRI Cabang Solo No Rek: 0334-01-
D01170-30-8 a.nYayasan SPEK-HAM

SPEK-HAM

Menurut penuturan Ibu Cobawati
usulan-usulan perempuan mulai diterima
oleh Kepala Desa, pada usulan tahun
anggaran 2019, kami KP3A
mengusulkan ada alokasi anggaran
operasional untuk peningkatan peran
KP3A dalam penecegahan dan
penanganan kekerasan terhadap

perempuan dan anak.
“Usulan perempuan lainnya ya seperti

anggaran insentif kader, seragam PKK,
seragam pengajian. Ada juga usulan
untuk program-program unfuk
perempuan dan anak seperti untuk
posyandu, pengembangan tempat

bermain anak’.
"Perasaannya ikut Musrenbangdes

tahun 2018 ini ya seneng mbak, bisa
menyampaikan uneg-uneg. Apakah
usulan mau diterima atau tidak yang
penting sudah usul”, tambah Ibu
Cobawati.
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Dari daftar usulan prioritas
pembangunan Tahun Anggaran
2019 Desa Kuncen Kecamatan
Ceper Kabupaten Klaten, SPEK-
HAM mencermati ada sekitar 75
juta anggaran yang di alokasikan
untuk kegiatan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak. Diantaranya posyandu,
pengadaan perpustakaan PKK,
operasional PKK, pengadaan
tempat bermain anak, serta
pengembangan KP3A sebagai
sebuah wadah gerakan
masyarakat dalam pencegahan
dan penanganan kekerasan

terhadap perempuan dan anak di

Desa Kuncen.
Sedangkan untuk program

pemberdayaan ekonomi
perempuan, pemerintah desa
mengalokasikan APBDes 2019
untuk mengembangan BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa) Kasih
Ibu. Secara khusus akan dikelola
oleh perempuan miskin dan

rentan. ;
Komitmen Pemerintah desa

dalam meningkatan partisipasi
perempuan UU Desa sudah
sangat rinci mengatur hak dan
kewajiban masyarakat untuk
terlibat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan desa.

- terhadap perempuan dan anak.

banyak terjadi di lingkungan sekitar  /
kita, "
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
pelecehan keksual, perdagangan perempuan,
perkosaan, pemaksaan aborsi, ingkar janji dalan
pacaran. adalah contoh kekerasan yang
sering terjadi.

' Kasus kekerasan terhadap perempuan i[‘
)
[

kekerasan yang terjadi di
lingkungan anda dan menjadi bagian 4
dari upaya pencegahan kekerasan

/ \ L] d‘V

Faponkemana?

SPEK-HAM memberikan
layanan:
» Konseling

» Konsultasi Hukum
¢ Pendampingan

A

YAYASAN SPEK-HAM SURAKARTA
JI. Srikoyo No. 20 Rt 01 Rw 04 Karangasem
Surakarta 57145. Telp./Fax. 0271-714057
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Dalam implementasinya sangat
dibutuhkan komitmen pemerintah desa
untuk menerapkan asas partisipasi

masyarakat khususnya perempuan.
Menurut Bapak Munaris Perangkat

Desa (Kadus Kuncen) yang sudah
memegang jabatan sejak tahun 2001
jauh sebelum Kepala Desa yang saat ini
menjabat |bu Kristiana, S.Pd, partisipasi
perempuan dalam perumusan rencana
pembangunan sudah mencapai 30%.
Hanya bedanya sekarang perempuan
yang terlibat dalam Musrenbangdes tidak
hanya dari PKK dan Posyandu. Tetapi
mulai melibatkan BKM, kelompok
perempuan, dan kelompok wanita tani.
Menurut Bapak Munaris, pemerintah

Desa Kuncen memandang penting
melibatkan perempuan dalam setiap
pengambilan kebijakan supaya hak-hak

perempuan dapatterpenuhi.
Dari refleksi yang disampaikan oleh

perwakilan perempuan, dapat ditarik
pembelajaran bahwa dengan lahirnya
UU Desa No 6 tahun 2014 dan didukung
oleh komitmen pemerintah Desa
Kuncen, pelibatan perempuan tidak
hanya sekedar unutk memenuhi kuota
30%, namun pelibatan perempuan lebih
pada sebagal subyek pembangunan
melalui usulan kegiatan dan alokasi
APBDes untuk pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. &
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Perempuan ini terlahir pada tanggal 22
Desember 1956. Sebelum menjadi Kepala
Desa Kuncen di tahun 2013 hingga sekarang,
Beliau aktif di Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten. Ketertarikan beliau untuk mencalonkan
diri menjadi Kepala Desa karena melihat situasi
dan kondisi Kuncen yang tidak banyak
perubahan pembangunan dari tahun ke tahun.
Situasi tersebut membuat Perempuan ini
merasa prihatin dan ingin melakukan
perubahan. Lewat dukungan suami yang
seorang pensiunan Babinsa di Kecamatan
Kuncen dan ke dua anaknya Beliau kemudian
memberanikan diri untuk mencalonkan
menjadi Kepala Desa Kuncen. Ada 6 calon
Kepala Desa pada saat itu yang mencalonkan
diri dan Beliau orang yang berbeda agama
dengan mayoritas masyarakat wilayah
tersebut, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan
niat Beliau untuk tetap mencalonkan diri.
Berbekal pengalaman di Dinas Pendidikan
yang sering juga berinteraksi dengan
masyarakat serta niat baik dan dukungan

masyarakat akhirnnya Beliau menjabat |

menjadiKepala Desa Kuncen. |
mitment Beliau terhadap persoalan

sosial sangat tinggi, itu juga yang me}njadi salah

satu motial Beliau untuk memimpin r asyhral-]tat |
Kunceni Lewat kepemimpinan Eetr;gu \ahirlah
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PROFILE KEPALA DESA KUNGEN

kepedulian masyarakat untuk menjaga
lingkungan agar aman dan nyaman.
Perkenalan SPEK-HAM bersama Beliau
dikarenakan ada kasus Kekerasan terhadap
Perempuan di wilayah tersebut. Lewat
pendampingan kasus yang kemudian berlanjut
menjadi program pendampingan wilayah
akhirya terbentuklah LBK KP3A. Komitmen
Beliau juga dituangkan dalam penganggaran
Desa yang menjadi kewenangannya. Beliau
juga tidak segan — segan jika harus melakukan
penanganan kasus sendiri pada

masyarakatnya.
“Pengabdian itu sebenarnya bisa lewat

apa saja dan saya melakukan itu. Jadi kalau
saya melakukan apapun sendiri dengan turun
tangan itu saya anggap sebagai pengabdian
saya di sisa kehidupan ini. Kalau
mendengarkan cerita para korban akhirnya
saya bisa merasa bersyukur atas kehidupan
saya. Justru cerita korban saya jadikan
semangat untuk membangun wilayah Kuncen
ini biar tidak ada Kekerasan maupun persoalan
sosial yang ada di wilayah ini. Anggaran sekecil
apapun juga sudah mulal saya anggarkan dan
itu bagian dari kepeduliaan saya terhadap
persoalan perempuan dan anak . Itu kutipan
sedikit dari ungkapan Bu¥Kristina ( Lurah Desa
Kuncen ). ® |
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